
 

 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 128 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 73 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja untuk 
kegiatan yang bersifat mendesak, maka Peraturan                     

Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan 

penyesuaian; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000                 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5               

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 
Nomor 99); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 
Nomor 17); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                   
Tahun 2020 Nomor 7); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 73 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I    

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 37) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
direncanakan sebesar Rp3.629.657.156.091,00 (tiga triliun enam ratus dua 

puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh 
enam ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp1.786.775.587.558,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh 

enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh 
tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar sebesar Rp1.136.667.967.529,00 (satu triliun seratus 
tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus 

enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan  rupiah). 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp694.063.706.604,00 (enam ratus sembilan puluh empat milyar 
enam puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus empat rupiah). 
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(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp11.264.894.400,00 (sebelas miliar dua ratus enam 
puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus 

rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
direncanakan sebesar Rp602.917.034.516,00 (enam ratus dua miliar sembilan 

ratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

direncanakan sebesar Rp36.177.990.514,00 (tiga puluh enam miliar seratus 
tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat 
belas rupiah). 

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan                 
Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan             

Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut   
 pada tanggal 7 - 9 - 2021-  

 B U P A T I  G A R U T, 

          t t d    

            RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 7 - 9 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

     t t d   

     N U R D I N  Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHU 2021 NOMOR 128 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

u.b. 
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